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TENTANG 

PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN 

 

I. UMUM 

 

Pendidikan Tinggi Keagamaan merupakan jenjang Pendidikan Tinggi 

setelah pendidikan menengah yang bertujuan mengembangkan potensi 

mahasiswa untuk mengkaji ilmu agama yang berwawasan integrasi ilmu, 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara. 

Misi utama PTK adalah mencari, menemukan, menyebarluaskan, dan 

menjunjung tinggi kebenaran. Agar misi tersebut dapat diwujudkan, maka 

perguruan tinggi sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi harus bebas 

dari pengaruh, tekanan, dan kontaminasi apapun seperti kekuatan politik 

dan/atau kekuatan ekonomi, sehingga Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dapat 

dilaksanakan berdasarkan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.  

Tugas utama negara di dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

adalah menjamin mutu Pendidikan Tinggi sehingga kepentingan 

masyarakat tidak dirugikan. Sedangkan tugas utama negara dalam 

pengelolaan perguruan tinggi adalah untuk menjamin agar otonomi 

perguruan tinggi dapat diwujudkan.  

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, Peraturan Pemerintah ini 

dirancang dan ditetapkan untuk mengatur tugas dan wewenang serta 

pelaksanaan tugas negara tersebut oleh Pemerintah. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 
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Pasal 13 

Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

Cukup jelas. 
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Pasal 25 

Cukup jelas. 

 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “kurikulum Pendidikan Tinggi 

Keagamaan berbasis kompetensi” adalah kurikulum yang 

menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan 

tugas-tugas dengan standar performansi tertentu untuk 

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, 

sikap, dan minat mahasiswa agar dapat melakukan sesuatu 

dengan mahir, tepat, berhasil, dan penuh tanggung jawab. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Pendamping Ijazah” 

adalah penjelasan mengenai kompetensi dan capaian 

pembelajaran peserta didik baik dalam maupun di luar Program 

Studi. 

 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

 

Pasal 38 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

  Cukup jelas. 

Huruf b 

  Angka 1 

Cukup jelas. 

Angka 2 

Cukup jelas. 
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Angka 3 

Cukup jelas. 

  Angka 4 

Yang dimaksud dengan “ketenagaan” terdiri atas dosen 

dan tenaga kependidikan. 

Angka 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

 

Pasal 48 

Cukup jelas. 
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Pasal 49 

Cukup jelas. 

 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

 

Pasal 60 

Cukup jelas. 
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Pasal 61 

Cukup jelas. 

 

Pasal 62 

Cukup jelas. 

 

Pasal 63 

Cukup jelas. 

 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

 

Pasal 67 

Cukup jelas. 
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